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I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

Peraturan daerah merupakan produk 
hukum yang berada d� bawah undang-
undang. Peraturan daerah mem�l�k� peran 
sebaga� sarana leg�slas� dalam pemer�ntahan 
daerah.2  Secara substans�al, peraturan daerah 
mengatur mengena� urusan rumah tangga 
d� b�dang otonom� dan tugas pembantuan 
dan/atau penjabaran mengena� peraturan 
perundang-undangan.3 

Ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 
12 Tahun 2011 menentukan bahwa peraturan 
daerah berada d�bawah undang- undang. 
Konsekuens� dar� ketentuan pasal d�atas �alah 
peraturan daerah t�dak boleh bertentangan 
dengan ketentuan perundang-undangan yang 
leb�h t�ngg�.  

Proses pembentukan peraturan daerah 
yang mater� muatannya konst�tus�onal, 
bukanlah hal yang mudah. T�dak menutup 
kemungk�nan bahwa d�temukan peraturan 
daerah yang mater� muatannya bertentangan 
dengan peraturan perundang-undangan yang 
berada d� atasnya. 

Berdasarkan hal tersebut maka 
d�perlukan lembaga yang berwenang untuk 
menguj� konst�tus�onal�tas peraturan daerah 
terhadap peraturan perundang-undangan 
yang berada d� atasnya. Lembaga yang 
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d�ber�kan kewenangan untuk  menguj� 
peraturan daerah terhadap undang-undang 
adalah Mahkamah Agung. Hal tersebut 
merupakan kewenangan yang d�ber�kan oleh 
UUD 1945 khususnya ketentuan Pasal 24 A 
ayat (1). 

Permasalahan yang kemud�an muncul 
�alah apab�la mater� muatan peraturan 
daerah tersebut bertentangan dengan UUD 
1945. Mater� muatan peraturan daerah tentu 
saja mem�l�k� kemungk�nan melanggar hak 
asas� manus�a atau bers�fat d�skr�m�nat�f. 
Pertanyaan yang muncul selanjutnya adalah 
s�apakah lembaga yang berwenang untuk 
menguj� peraturan daerah yang mater�  
muatannya bertentangan dengan UUD 
1945.

UUD 1945 t�dak mengatur mengena� 
lembaga negara yang mem�l�k� kewenangan 
untuk menguj� konst�tus�onal�tas peraturan 
daerah yang bertentangan dengan UUD 1945. 
Kekosongan norma hukum tersebut terl�har 
dalam Pasal 24C ayat 1 dan Pasal 24A UUD 
1945. Kedua ketentuan pasal tersebut t�dak 
mengatur mengena� lembaga negara yang 
berwenang melakukan penguj�an terhadap 
peraturan daerah yang bertentangan dengan 
UUD 1945.  

T�dak adanya pengaturan mengena� 
lembaga negara yang berwenang untuk 
menguj� mater� muatan peraturan daerah 
apab�la bertentangan dengan UUD 1945 
tentu saja men�mbulkan suatu pertanyaan. 
Kekosongan hukum mengena� hal �n� tentu 
saja dapat merug�kan hak konst�tus�onal 
warga negara akan berlakunya peraturan 
daerah tersebut. 

Hak-hak yang d�atur dalam UUD 1945 
adalah hak konst�tus�onal. Hak-hak yang 
d�atur dalam UUD 1945 �tu mencangkup 
hak-hak yang tergolong ke dalam hak warga 

negara (citizen right) maupun hak-hak 
yang tergolong ke dalam hak asas� manus�a 
(human rights).4 

Hak konst�tus�onal yang d�m�l�k� 
oleh warga negara tersebut tentu saja 
harus d�l�ndung� dan d�jam�n oleh Negara 
Republ�k Indones�a sebaga� negara hukum. 
T�dak menutup kemungk�nan bahwa 
terdapat warga negara yang merasa hak 
konst�tus�onalnya d�rug�kan akan berlakunya 
suatu peraturan daerah yang bertentangan 
dengan konst�tus�. 

Kekosongan norma hukum mengena� 
lembaga yang berwenang untuk menguj� 
peraturan daerah terhadap UUD 1945 tentu 
saja dapat men�mbulkan kerug�an bag� 
warga negara pencar� kead�lan. Berdasarkan 
hal tersebut penul�s tertar�k untuk menel�t� 
“Kewenangan Menguji Konstitusionalitas 
Peraturan Daerah Terhadap UUD 1945.”

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang 

telah d�paparkan, maka d�kemukakan dua 
permasalahan pokok ya�tu:
1. Baga�mana pengaturan mengena� 

penguj�an peraturan daerah terhadap 
UUD 1945?

2. S�apakah lembaga negara yang 
berwenang melakukan penguj�an 
peraturan daerah terhadap UUD 
1945?

1.3 Tujuan Penelitian
Tujuan dalam penel�t�an hukum �n� 

adalah:
1. Tujuan Umum: untuk mengetahu� dan 

menganal�sa pengaturan mengena� 

4 I Dewa Gede Palguna, 2013, Pengaduan Konstitusional 
(Constitutional Complaint), Sinar Grafika, Jakarta, 
hlm.39.
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penguj�an peraturan daerah terhadap 
UUD 1945.

2. Tujuan Khusus: untuk mengetahu� 
dan menganal�sa lembaga negara yang 
berwenang menguj� peraturan daerah 
yang bertentangan dengan UUD 1945. 

II. Metode Penelitian
2.1 Jenis penelitian

Penel�t�an merupakan penel�t�an 
hukum normat�f. Penel�t�an hukum normat�f 
mencangkup penel�t�an terhadap asas-asas 
hukum, s�stemat�k hukum, taraf s�nkron�sas� 
vert�kal dan hor�zontal, perband�ngan 
hukum dan sejarah hukum.5 Sud�kno 
Mertokusomo menyatakan pendapatnya, 
menurut bel�au penel�t�an hukum yang 
menel�t� ka�dah atau norma merupakan 
penel�t�an hukum normat�f.6 Penel�t�an �n� 
adalah penel�t�an hukum normat�f yang 
menganal�s�s mengena� ka�dah atau norma 
karena yang d�bahas d�dalam penel�t�an �n� 
�alah mengena� kekosongan norma hukum 
mengena� pengaturan kewenangan menguj� 
konst�tus�onal�tas peraturan daerah terhadap 
UUD 1945.
2.2 Jenis Pendekatan

Pendekatan perundang-undangan dan 
pendekatan konseptual d�pergunakan dalam 
penel�t�an �n�. Pendekatan undang-undang 
(the statute approach) d�lakukan dengan 
mempergunakan undang-undang maupun 
regulas� berkenaan dengan permasalahan 
yang akan d�anal�s�s.7 

Pendekatan perundang-undangan 
d�pergunakan untuk mengkaj� peraturan 
perundang-undang yang akan d�pergunakan 
untuk membahas permasalahan yang 
d�kaj�.  Pendekatan konseptual (conceptual 
approach) d�pergunakan dalam penel�t�an 
tes�s �n� d�karenakan penel�t�an �n� 
nant�nya akan membahas mengena� konsep 
hukum yang mem�l�k� keterka�tan dengan 
permasalahan yang d�kaj� khususnya konsep 
judicial review. 

2.3 Sumber Bahan Hukum
Bahan hukum terd�r� dar� bahan hukum 

pr�mer, sekunder, dan ters�er.8 Peraturan 
perundang undangan dan putusan-putusan 
hak�m tergolong kedalam bahan hukum 
pr�mer.9 Adapun peraturan perundang-
undangan yang d�pergunakan adalah: UUD 
NRI Tahun 1945, UU No. 3 Tahun 2009 
Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 14 
Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, UU 
No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan.

 Penjelasan yang berka�tan dengan 
bahan hukum pr�mer d�sebut sebaga� bahan 
hukum sekunder. Bahan hukum sekunder 
dalam penel�t�an �n� mel�put� karya tul�s 
hukum yang berada dalam majalah (art�kel), 
pendapat para pakar hukum, buku hukum, 
dan art�kel dar� perkembangan �nformas� 
�nternet.

 Bahan hukum ters�er, adalah bahan 
yang menjelaskan hal-hal yang berka�tan 
dengan bahan hukum pr�mer dan bahan 
hukum sekunder. Bahan hukum ters�er yang 
d�gunakan berupa kamus hukum, kamus 
bahasa Indones�a, dan kamus �lm�ah.

5 Soerjono Soekanto dan Sr� Mamudj�, 2013, Penelitian 
Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, PT. Raja 
Grafindo Persada, Jakarta, hlm.14.

6 Sud�kno Merokusumo, 2014, Penemuan Hukum, 
Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta,hlm.37.

7 Peter Mahmud Marzuk�, 2011, Penelitian Hukum, 
Prenada Med�a Group, Jakarta, hlm.93.

8 Ibid.
9 Ibid.,hlm.141.
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2.4 Teknik Pengumpulan Bahan 
Hukum
Tekn�k stud� dokumen d�pergunakan 

sebaga� tekn�k pengumpulan bahan hukum. 
Tekn�k stud� dokumen pada dasarnya 
d�pergunakan atas bahan hukum yang 
relevan dengan penel�t�an.

2.5 Teknik Pengolahan dan Analisis 
Bahan Hukum
 Tekn�k anal�s�s bahan hukum yang 

d�pergunakan dalam penel�t�an �n� adalah 
tekn�k deskr�ps� dan tekn�k �nterpretas�. 
Salah satu cara penemuan hukum yang dapat 
member�kan penjelasan tentang �s� dar� 
undang-undang d�sebut sebaga� Interpretas� 
atau penafs�ran10 Penafs�ran teleolog�s dan 
penafs�ran oleh hak�m atau pengad�lan 
(judicial interpretation) d�pergunakan untuk 
menganal�s�s permasalahan yang ada dalam 
penel�t�an �n�.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Pengaturan Mengenai  Pengujian 

Peraturan Daerah Terhadap UUD 
1945
Kewenangan untuk membuat atau 

menetapkan peraturan daerah d�ber�kan 
kepada pemer�ntah daerah. Peraturan daerah 
d�pergunakan untuk melaksanakan otonom� 
dan tugas pembantuan. UUD 1845 mengatur 
mengena� kewenangan yang d�ber�kan 
kepada pemer�ntah daerah  khususnya dalam 
ketentuan Pasal 18 ayat (6). 

Kewenangan penguj�an peraturan 
daerah terhadap UUD 1945 memang t�dak 
d�atur dalam konst�tus� maupun peraturan 
perundang-undangan. UUD 1945 hanya 

mengatur kewenangan menguj� peraturan 
daerah terhadap undang-undang yang  
merupakan kewenangan Mahkamah Agung. 
Hal tersebut merupakan kewenangan yang 
d�ber�kan oleh UUD 1945 khususnya 
ketentuan Pasal 24A ayat (1). Adapun 
�s� ketentuan Pasal 24 A ayat (1) adalah 
menentukan bahwa Mahkamah Agung 
mem�l�k� kewensngsn untuk peraturan 
perundang-undangan d� bawah undang-
undang yakn� termasuk peraturan daerah 
terhadap undang-undang. 

Mahkamah Agung mem�l�k� 
kewenangan untuk menyatakan t�dak 
sah suatu peraturan perundang-undangan 
d� bawah undang-undang atas alasan 
bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan yang berada d�atasnya atau 
pembentukannya t�dak sesua� dengan aturan 
yang ada. Apab�la peraturan daerah tersebut 
bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan yang berada d�atasnya maka 
Mahkamah Agung dalam putusannya dapat 
menyatakan bahwa mater� muatan atau 
peraturan daerah tersebut t�dak mem�l�k� 
kekuatan hukum meng�kat. 

Mahkamah Konst�tus�, apab�la d�l�hat 
dalam ketentuan Pasal 24 C ayat (1) juga 
t�dak mem�l�k� kewenangan untuk menguj� 
konst�tus�onal�tas peraturan daerah apab�la 
bertentangan dengan UUD 1945. UUD 
1945 hanya member�kan kewenangan untuk 
menguj� undang-undang terhadap UUD 
1945 kepada Mahkamah Konst�tus�. 

Dar� ketentuan pasal d�atas dapat 
d�ketahu� bahwa UUD 1945 maupun 
undang-undang yang la�nnya t�dak mengatur 
mengena� kewenangan penguj�an peraturan 
daerah terhadap UUD 1945. Pengkonstruks�an 
pengaturan mengena� kewenangan penguj�an 
peraturan daerah terhadap UUD 1945 pent�ng 

10 Ahmad R�fa�, 2011, Penemuan Hukum  Oleh Hakim 
Dalam Perspektif Hukum Progresif, Sinar Grafika, 
Jakarta.,hlm.61.
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untuk d�lakukan. Hal �n� d�karenakan t�dak 
menutup kemungk�nan munculnya peraturan 
daerah yang bertentangan dengan UUD 
1945. 

Set�ap pemer�ntah daerah mem�l�k� 
kewenangan untuk menetapkan peraturan 
daerah yang merupakan konsekuens� 
d�terapkannya otonom� daerah.  Peraturan 
daerah yang mater� muatannya bertentangan 
dengan UUD tentu saja dapat men�mbulkan 
permasalahan, salah satu contohnya �alah 
peraturan daerah d� Tol�karang. Kasus 
tersebut menjad� contoh bahwa adanya 
peraturan daerah yang mater� muatannya 
bertentangan dengan konst�tus� khususnya 
Pasal 28E ayat (1) UUD 1945. 

Adanya peraturan daerah yang mater� 
muatannya bertentangan dengan konst�tus� 
tersebut tentu saja dapat merug�kan 
hak konst�tus�onal warga negara. UUD 
1945 dalam Pasal 1 ayat (3) secara tegas 
menentukan bahwa Negara Indones�a adalah 
negara hukum. Negara yang berdasarkan 
Hukum yang menjam�n kead�lan bag� 
warganya merupakan c�r� negara hukum.11 

Salah satu unsur Negara Hukum 
(Rechtsstaat) menurut J.F Sthal �alah 
adanya pengakuan akan hak-hak dasar 
manus�a. Konsekuens�nya �alah Negara 
Republ�k Indones�a yang merupakan 
negara hukum waj�b untuk mel�ndung� 
hak-hak konst�tus�onal warga negaranya. 
Perl�ndungan hak konst�tus�onal warga 
negara dalam hal �n� dapat d�lakukan dengan 
cara pengkonstruks�an norma hukum 
mengena� pengaturan penguj�an peraturan 
daerah terhadap UUD.

3.2 Lembaga Negara yang Berwenang 
Melakukan Pengujian Terhadap 
Peraturan Daerah yang 
Bertentangan dengan UUD 1945.
Mahkamah Agung hanya berwenang 

menguj� peraturan daerah terhadap undang-
undang, sedangkan Mahkamah Konst�tus� 
berwenang menguj� konst�tus�onal�tas 
undang-undang dengan batu uj� UUD. Hal 
tersebut men�mbulkan suatu pertanyaan 
mengena� lembaga manakah yang berwenang 
melakukan penguj�an terhadap peraturan 
daerah yang bertentangan dengan UUD 
1945.

Permasalahan kemud�an muncul 
apab�la terdapat seorang warga negara yang 
merasa hak konst�tus�onalnya d�rug�kan 
atas berlakunya peraturan daerah yang 
bertentangan dengan UUD 1945. Lembaga 
manakah yang harus d�tuju oleh warga negara 
pencar� kead�lan tersebut untuk mel�ndung� 
hak konst�tus�onalnya. 

 Warga negara yang merasa d�rug�kan 
hak konst�tus�onalnya atas berlakunya 
peraturan daerah mem�l�k� hak untuk 
mengajukan permohonan agar peraturan 
daerah yang bertentangan dengan konst�tus� 
tersebut d�batalkan. Cara yang dapat 
d�tempuh oleh warga negara tersebut terd�r� 
dar� prosedur yang cukup panjang. 

Pertama, warga negara tersebut harus 
mengajukan penguj�an peraturan daerah 
terhadap undang-undang  ke Mahkamah 
Agung terleb�h dahulu. Setelah Mahkamah 
Agung menyatakan dalam putusannya bahwa 
peraturan daerah tersebut bertentangan 
dengan undang-undang, maka  maka warga 
negara yang d�rug�kan hak atau kewenangan 
konst�tus�onalnya tersebut dapat melakukan 
permohonan penguj�an undang-undang 
tersebut ke Mahkamah Konst�tus�. 

11 Hotma P.S�buea, ,2010, Asas Negara Hukum,Peraturan 
Kebijakan& Asas-Asas Umum Pemerintahan yang 
Baik, Erlangga, Jakarta, hlm.48.
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Kedua, undang-undang yang menjad� 
payung berlakunya perda tersebut d�ajukan 
ke Mahkamah Konst�tus� untuk d�uj� 
konst�tus�onal�tasnya terhadap UUD 1945, 
ba�k dar� seg� mater� muatannya maupun 
prosedur  pembentukannya. 

Melalu� prosedur yang cukup panjang 
tersebut dapat d�ketahu� bahwa penguj�an 
peraturan daerah yang bertentangan dengan 
konst�tus� d�mungk�nkan untuk d�lakukan. 
Seh�ngga peraturan daerah yang mater� 
muatannya bertentangan dengan konst�tus� 
dapat d�nyatakan t�dak mem�l�k� kekuatan 
hukum meng�kat. 

Permasalahan baru dapat muncul 
apab�la peraturan daerah tersebut d�nyatakan 
t�dak bertentangan dengan undang-undang 
oleh Mahkamah Agung dalam putusannya. 
Padahal, t�dak menutup kemungk�nan bahwa 
peraturan daerah tersebut bertentangan dengan 
UUD 1945. Persoalan tersebut men�mbulkan 
permasalahan yang baru mengena� s�apakah 
lembaga yang berwenang untuk menguj� 
konst�tus�onal�tas peraturan daerah tersebut. 
T�dak menutup kemungk�nan bahwa terdapat 
peraturan daerah yang mater� muatannya 
bertentangan dengan konst�tus� namun t�dak 
bertentangan dengan undang-undang. 

Berka�tan dengan permasalahan 
tersebut I Dewa Gede Palguna menyatakan 
bahwa permasalahan tersebut tergolong 
kedalam objek pengaduan konst�tus�onal 
(constitutional complaint). Pengaduan 
konst�tus�onal adalah pengaduan atau 
gugatan yang d�ajukan oleh perorangan ke 
mahkamah konst�tus� terhadap perbuatan 
(atau kelala�an) suatu lembaga publ�k yang 
mengak�batkan terlanggarnya hak-hak 
konst�tus�onalnya12. Mekan�sme pengaduan 

konst�tus�onal �n� memang sampa� saat �n� 
belum d�m�l�k� oleh Mahkamah Konst�tus� 
Indones�a.

Penambahan kewenangan untuk 
menguj� peraturan daerah terhadap UUD 
1945 merupakan hal yang log�s hal 
�n� d�karenakan Mahkamah Konst�tus� 
merupakan lembaga negara yang bertugas 
mengawal pelaksanaan konst�tus� sekal�gus 
mencegah terjad�nya pelanggaran terhadap 
konst�tus�.13 Mahkamah Konst�tus� 
juga merupakan pel�ndung (protector) 
konst�tus�.14 

Pada hakekatnya, Mahkamah 
Konst�tus� berfungs� untuk mengawal 
konst�tus� tetap berjalan secara kons�sten (the 
guardian of constitutions).15 Penambahan 
kewenangan �n� dapat d�lakukan melalu� 
penafs�aran hak�m (judicial interpretation). 
Berdasarkan fungs� dan tugas Mahkamah 
Konst�tus� tersebut t�dak menutup 
kemungk�nan bahwa Mahkamah Konst�tus� 
d�ber�kan kewenangan untuk menguj� 
peraturan daerah yang bertentangan dengan 
UUD 1945. 

IV. PENUTUP
4.1 Simpulan

Penguj�an konst�tus�onal�tas peraturan 
daerah terhadap UUD 1945 memang 
t�dak d�atur dalam konst�tus� maupun 
peraturan perundang-undangan.  Penguj�an 
konst�tus�onal�tas peraturan daerah terhadap 

13 Patr�al�s Akbar, 2013, Lembaga-Lembaga Negara 
Menurut UUDNRI Tahun 1945, Sinar Grafika, 
Jakarta,hlm.178.

14 Maruarar S�ahaan, 2012, Hukum Acara Mahkamah 
Konstitusi Republik Indonesia Edisi 2, Sinar Grafika, 
Jakarta,hlm.7.

15 Nomensen S�namo, 2012, Hukum Tata Negara Suatu 
Kajian Kritis tentang Kelembagaan Negara, Permata 
Aksara, Jakarta,hlm.89.12 I Dewa Gede Palguna, op.cit., hlm.1.
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UUD 1945 dapat d�lakukan dengan cara 
mengajukan penguj�an peraturan daerah 
terhadap undang-undang  ke Mahkamah 
Agung. Setelah �tu undang-undang tersebut 
d�uj� konst�tus�onal�tasnya terhadap UUD 
1945 oleh Mahkamah Konst�tus�. Cara la�n 
yang dapat d�lakukan �alah melalu� pengaduan 
konst�tus�onal, namun kewenangan �n� 
belum d�m�l�k� oleh Mahkamah Konst�tus� 
Indones�a.

4.2 Saran
Dar� seg� substans� hukum, kepada 

pembentuk undang-undang d�harapkan untuk 
menyusun suatu norma hukum mengena� 
kewenangan penguj�an peraturan daerah 
terhadap UUD 1945. Pengkonstruks�an 
norma hukum tersebut d�perlukan dem� 
kepast�an hukum dan perl�ndungan hak 
konst�tus�onal terhadap warga negara. 
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